BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Implementasi Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2016
Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama
Gorontalo belum berjalan dengan baik. Sebab hanya sebagaian kecil saja
hakim yang memenuhi syarat untuk memutus sengketa ekonomi syariah,
dimana hakim yang berhak untuk memutus sengketa adalah hakim yang
telah tersertifikasi.

Kendala yang dihadapi yaitu belum ada kebijakan dari Mahkamah Agung
untuk mempermudah dan mempercepat hakim ekonomi syariah untuk
segera diberikan legalitas dalam bentuk sertifikasi yang tujuannya untuk

memberikan legitimasi kepada para pihak yang bersengketa.

5.2 SARAN

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah :

1.

Diperlukan kebijakan dari Mahkamah Agung untuk mempermudah
sertifikasi hakim ekonomi syariah agar memperkuat legitimasi hakim dalam
memutus perkara.

Diperlukan kepada hakim yang belum tersertifikasi untuk tetap
berkompeten dalam memutus perkara ekonomi syariah  yang

dipersengketakan.
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